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PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL 
KECAMATAN SEWON 

DESA PANGGUNGHARJO 
Alamat :  Jl KH Ali Maksum  Panggungharjo Sewon Bantul 55188 Telp 0274 377863  

 

 
 

PERATURAN LURAH DESA 
DESA PANGGUNGHARJO KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL 

 

NOMOR  04 TAHUN 2013 
 

TENTANG 
 

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DESA PANGGUNGHARJO    

NOMOR 09 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA 
KEMASYARAKATAN DESA PANGGUNGHARJO KECAMATAN SEWON 

KABUPATEN BANTUL 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
LURAH DESA PANGGUNGHARJO,  

 

Menimbang  : a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna serta 

tertib administrasi dalam pelaksanaan Peraturan Desa 

Panggungharjo Nomor 09 Tahun 2013 tentang 

Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa 

Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul, 

perlu diatur petunjuk pelaksanaannya; 

 

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Lurah Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon 

Kabupaten Bantul tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Peraturan Lurah Desa Panggungharjo Kecamatan 

Sewon Kabupaten Bantul Nomor 09 Tahun 2013 

tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa. 

 

Mengingat   : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta ( Berita Negara 

Republik Indonesia tanggal  8 Agustus 1950); 

 

 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
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sebagaimana telah diubah dengan  Undang-Undang 

Nomor  8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4548); 

 

 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 

Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya 

Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14,  dan 

15 (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 

1950); 

 

 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 

Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4587); 

 

 5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 83/HUK Tahun 2005 

tentang Pedoman Dasar Karang Taruna 

 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 

tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan.  

 7. 
 
 

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 

2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan 

Kesejahteraan Keluarga 

 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 

2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran 

Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 

12) ; 

 

 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 

2007  tentang Pedoman Organisasi Pemerintahan Desa 

(Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri 

D Nomor 18); sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 

2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2007 tentang 

Pedoman Organisasi Pemerintahan Desa; 

 

 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 

2009 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa; 
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MEMUTUSKAN 
 

Menetapkan : PERATURAN LURAH DESA PANGGUNGHARJO 
KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL TENTANG 
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DESA 

PANGGUNGHARJO KECAMATAN SEWON KABUPATEN 
BANTUL NOMOR 09 TAHUN 2013 TENTANG 

PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA. 
 
 

BAB  I 
KETENTUAN UMUM 

 

Pasal  1 
 

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan : 
1. Desa adalah Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten 

Bantul. 

2. Pemerintah Desa adalah Lurah dan Pamong Desa Panggungharjo.  

3.  Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah 

lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam 

penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan Desa Panggungharjo. 

4. Pemerintahan Desa adalah Pemerintahan Desa Panggungharjo, yaitu 

penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan 

Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus 

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat 

istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem 

Pemerintahan Negara Kesatuan Republik IndonesiaPenyelenggaraan 

Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan 

Badan Permusyawaratan Desa Panggungharjo. 

5. Lurah adalah Lurah Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten 

Bantul.   

6. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah 

lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan 

merupakan mitra Pemerintah Desa Panggungharjo dalam bidang 

pembangunan dan Kemasyarakatan. 

7. Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara 

aktif dalam proses perencanaan pembangunan. 

8. Pembangunan adalah upaya untuk melakukan proses perubahan 

sosial ke arah yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat di segala 

bidang di desa. 

9. 

 

Peraturan Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Lurah dengan 

persetujuan Badan Permusayawaratn Desa yang mengikat seluruh 

Warga Masyarakat Desa dan atau Warga yang berkepentingan di Desa 

Panggungharjo. 
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10. 
 

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat 

LPMD adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa 

masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menampung dan 

mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang 

pembangunan. 

11. 

 

Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa yang 

selanjutnya disingkat TP PKK Desa adalah lembaga kemasyarakatan 

sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan 

lainnya, pengendali dan penggerak program PKK di desa. 

 

12. 
 

Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya 

disebut gerakan PKK adalah gerakan nasional dalam pembangunan 

masyarakat yang tumbuh dari bawah, pengelolaannya dari, oleh dan 

untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga beriman dan 

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi 

luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan 

gender serta kesadaran hokum dan lingkungan. 

 

13. 

 

Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang 

dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka 

pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh 

Pemerintah Desa. 

 

14. Karang Taruna adalah lembaga kemasyarakatan yang merupakan 

wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang 

atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari oleh dan 

untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa terutama 

bergerak di bidang usaha kesejahteraan social yang secara fungsional 

dibina dan dikembangkan oleh departemen Sosial.  

 
BAB  II 

PEMBENTUKAN  LKD 
 

Bagian Pertama 
Pembentukan LKD 

 

Pasal  2 
 
(1) LKD dapat dibentuk atas prakarsa masyarakat dan/atau atas prakarsa 

masyarakat yang difasilitasi Pemerintah Desa melalui musyawarah dan 

mufakat. 
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(2) Lurah Desa karena jabatannya adalah penanggung jawab terbentuknya 

LKD. 

 
 

Bagian Kedua 
Tata Cara Pembentukan LKD 

Pasal 3 

 
(1) LKD dibentuk dengan tujuan memberdayakan masyarakat, 

melaksanakan pembangunan Desa untuk mewujudkan masyarakat maju 

dan mandiri.  

(2) Lembaga kemasyarakatan mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa 

dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa. 

(3) Kegiatan lembaga kemasyarakatan ditujukan untuk mempercepat 

terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui : 

a. peningkatan pelayanan masyarakat; 

b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan; 

c. pengembangan kemitraan; 

d. pemberdayaan masyarakat; dan 

e. pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi       

masyarakat setempat. 

 
 

 
 

BAB  III 
LEMBAGA  PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 

(LPMD) 

 
Pasal  4 

 

 
LPMD dibentuk ditingkat Desa dan ditingkat pedukuhan di bentuk 

Kelompok Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (POKGIAT 

LPMD).  

 

Pasal 5 
 
(1) Susunan Pengurus LPMD ditingkat Desa dan POKGIAT LPMD ditingkat 

Pedukuhan senagai berikut : 

a. Ketua; 

b. Sekretaris; 

c. Bendahara; dan  

d. Seksi-seksi, meliputi : 

1) Seksi Prasarana Fisik; 

2) Seksi Ekonomi; 

3) Seksi Sosial Budaya; 

4) Seksi Kesehatan Lingkungan; 

5) Seksi Olah Raga; 

6) Seksi Agama; 
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7) Seksi Pendidikan dan Perpustakaan; dan 

8) Seksi lain sesuai kebutuhan. 

 

(2) Susunan Pebgurus POKGIAT LPMD tingkat pedukuhan terdiri dari : 

a. Ketua; 

b. Sekretaris; 

c. Bendahara; dan  

d. Kelompok Kerja (POKJA), yang terdiri dari : 

1) POKJA Prasarana Fisik; 

2) POKJA Ekonomi; 

3) POKJA Sosial Budaya; 

4) POKJA Kesehatan Lingkungan; 

5) POKJA Olah Raga; 

6) POKJA Agama; 

7) POKJA Pendidikan dan Perpustakaan; dan 

8) POKJA lain sesuai kebutuhan. 

 

  
Pasal 6 

 

Mekanisme Penetapan Pengurus LPMD  
 

 
 
(1) Pengurus LPMD dipilih melalui forum musyawarah desa, dengan peserta 

pengurus lama, pengurus POKGIAT LPMD pedukuhan sekurang-

kurangnya ketua dan sekretaris, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh 

pemuda dan unsur lain yang dibutuhkan, dan dipimpin oleh unsur 

pimpinan pengurus lama; 

(2) Pengurus POKGIAT LPMD dipilih melalui forum musyawarah 

pedukuhan, dengan peserta Pengurus POKGIAT LPMD lama,                  
tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan unsur lain di 

pedukuhan yang dibutuhkan, dan dipimpin oleh unsur pimpinan 

pengurus lama; 

(3) Hasil musyawarah pembentukan pengurus LPMD ditetapkan dalam 

berita acara hasil musyawarah dan dilaporkan kepada Lurah Desa; dan 

(4) Berdasarkan berita acara hasil musyawarah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) Lurah Desa menerbitkan keputusan tentang penetapan 

pengurus LPMD dan pengurus POKGIAT LPMD. 

 

 
Pasal  7 

 

 
(1) Masa bhakti pengurus LPMD adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak 

ditetapkan oleh Lurah Desa dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali 

masa bhakti berikutnya dalam jabatan yang sama; dan  
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(2) Dalam hal masa jabatan pengurus telah berakhir sedangkan pengurus 

baru belum terbentuk, maka pengurus lama tetap melaksanakan tugas 

sampai dengan ditetapkannya pengurus baru oleh Lurah Desa. 

 
 

     Pasal 8 
 
(1) Karena sebab-sebab tertentu Pengurus LPMD dapat diganti sebelum 

berakhir masa  bhaktinya melalui pergantian antar waktu.  

 

(2) Penetapan ketua atau pengurus pengganti antar waktu dilakukan 

melalui musayawarah dan dilaporkan kepada Lurah Desa  untuk  

ditetapkan dalam surat keputusan.  

 

     Pasal 9 
 

Pengurus LPMD berkewajiban melaksanakan musyawarah untuk menyusun 

AD/ART (Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga) LPMD, dan hasil 

musyawarah dilaporkan kepada Lurah Desa. 

  

 
BAB  IV 

TIM PENGGERAK PKK DESA 
(TP PKK DESA) 

 

Pasal  10 
 

 
Tim Penggerak Pemberdayaan Keluarga (TP PKK) Desa dibentuk di tingkat 

Desa dan di Pedukuhan dibentuk Kelompok Pemberdayaan kesejahteraan 

Keluarga (KELOMPOK PKK) Pedukuhan, Kelompok PKK RT dan Kelompok 

Dasa Wisma.  

 
Pasal  11 

 
 

Susunan Pengurus TP PKK, Kelompok PKK, Kelompok PKK RT dan                
Kelompok Dasa Wisma adalah : 

 
(1) Susunan Pengurus TP PKK tingkat Desa terdiri dari : 

a. Ketua; 

b. Wakil Ketua; 
c. Sekretaris; 

d. Wakil Sekretaris; 
e. Bendahara; 
f. Wakil Bendahara; dan 

g. POKJA I sampai IV. 
(2) Susunan Pengurus Kelompok PKK Pedukuhan, Kelompok PKK RT dan 

Kelompok Dasa Wisma sekurang-kurangnya terdiri dari : 
a. Ketua; 
b. Sekretaris; dan 

c. Bendahara. 
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 Pasal  12 
 

 
Pemilihan Pengurus : 
a. Pengurus TP PKK Desa dipilih melalui forum musyawarah Desa dengan 

peserta Pengurus TP PKK Desa lama ditambah utusan dari TP PKK 

Pedukuhan sekurang-kurangnya ketua dan sekretaris; 

b. PKK Pedukuhan Kelompok PKK Pedukuhan dipilih melalui musyawarah 

pedukuhan, dengan peserta pengurus Kelompok PKK RT dan Kelompok 

Dasa Wisma sekurang-kurangnya ketua dan sekretaris; 

c. Hasil musyawarah pembentukan pengurus ditetapkan dalam berita 

acara hasil musyawarah dan dilaporkan kepada Lurah desa; 

d. Berdasarkan berita acara hasil musyawarah sebagaimana dimaksud 

pada huruf (c) Lurah Desa menerbitkan keputusan tentang penetapan 

pengurus TP PKK Desa; dan 

e. Segala sesuatu yang berkaitan dengan TP PKK disesuaikan dengan 

AD/ART PKK yang berlaku secara Nasional. 

 

 
Pasal 13 

 
Ketentuan masa bhakti TP PKK Desa diatur lebih lanjut sebagai berikut : 

a. Masa bhakti TP PKK Desa adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak 

ditetapkan oleh Lurah Desa dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali 

masa bhakti berikutnya dalam jabatan yang sama; dan 

b. Dalam hal TP PKK Desa telah berakhir masa bhaktinya sedangkan TP 

PKK Desa baru belum terbentuk, maka TP PKK Desa tetapmelaksanakan 

tugas sampai dengan ditetapkannya TP PKK Desa baru oleh Lurah Desa. 

 
 

BAB  V 

RUKUN TETANGGA (RT) 
 

Pasal 14 
 

Ketentuan pembentukan RT diatur lebih lanjut sebagai berikut : 

a. RT merupakan LKD yang berkedudukan di pedukuhan; 

b. Pembentukan RT dapat dilakukan dengan syarat sekurang-kurangnya 

terdiri dari 30 (tiga puluh) Kepala Keluarga dengan batas wilayah yang 

jelas; 

c. Pembentukan RT dapat berasal dari inisiatif masyarakat dan/atau atas 

fasilitasi dari Pemerintah Desa yang diputuskan melalui musyawarah 

warga; 

d. Penggabungan atau pemekaran RT menjadi Rt baru dapat dilakukan 

dengan memenuhi persyaratan pembentukan RT; dan 

e. Penamaan RT baru hasil penggabungan dan/atau pemekaran tidak 

mengubah nama RT yang telah ada.  
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Pasal 15 
 

(1) Kepengurusan RT terdiri dari : 

a. Ketua RT; 

b. Sekretaris; 

c. Bendahara; dan  

d. Seksi-seksi sesuai kebutuhan. 

 

(2) Mekanisme pemilihan pengurus RT sebagai berikut : 

a. Pengurus RT dipilh melalui forum musyawarah warga dengan peserta 

pengurus lama, tokoh masyarakat, dan kepala keluarga anggota RT; 

dan 

b. Pengurus RT terpilih dilaporkan oleh Dukuh kepada Lurah Desa 

untuk ditetapkan menjadi pengurus RT.  

 

 
Pasal 16 

 
(1) Ketentuan masa bhakti pengurus RT diatur lebih lanjut sebagai berikut : 

a. Masa bhakti pengurus RT adalah 5 (lima) tahun yang terhitung sejak 

ditetapkan oleh Lurah Desa dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) 

kali masa bhakti berikutnya dalam jabatan yang sama; dan 

b. Dalam hal pengurus RT telah berakhir masa bhaktinya sedangkan 

pengurus baru belum terbentuk,maka pengurus RT tetap 

melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkannya pengurus baru 

oleh Lurah Desa.  

 

(2) Penetapan ketua atau pengurus pengganti antar waktu dilakukan 

melalui musyawarah warga dan dilaporkan kepada Lurah Desa untuk 

ditetapkan dalam surat keputusan. 

 
 

 
BAB  V 

KARANG TARUNA 

Pasal 17 
 
Mekanisme penetapan pengurus Karang Taruna diatur sebagai berikut : 

a. Susunan pengurus Karang Taruna dapat dibentuk sesuai dengan 

kebutuhan; 

b. Pengurus Karang Taruna dipilih melalui forum musyawarah oleh warga 

karang taruna dan memenuhi syarat-syarat untuk diangkat menjadi 

pengurus sesuai pedoman dasar Karang Taruna; 

c. Hasil dari musyawarah dilaporkan kepada Lurah Desa untuk ditetapkan 

menjadi Pengurus Karang taruna; dan 

d. Masa bhakti pengurus adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali 

untuk kedua kalinya sepanjang masih memenuhi syarat.  
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BAB   VI 
KETENTUAN PERALIHAN 

 
Pasal  18 

 
Lembaga-lembaga Kemasyarakatan yang ada dan dibentuk sebelum 

berlakunya Peraturan Lurah Desa ini, tetap diakui keberadaanya serta 

melaksanakan tugas sampai terbentuknya Lembaga Kemasyarakatan Desa 

berdasarkan Peraturan Lurah Desa ini . 

 

 
BAB  VII 

KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal  19 

 
 
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan 

Desa ini dengan menempatkan pada papan pengumuman Pemerintah Desa. 

 

 
 

       Ditetapkan di Panggungharjo 

       Pada tanggal   04 Juli 2013 
 

                LURAH DESA,  

 
 Ttd 

 
 

                                   WAHYUDI ANGGORO HADI        

 
 
 

Diumumkan di Desa Panggungharjo 
pada tanggal 04 Juli 2013 

Carik Desa, 
 
 Ttd 

 
 

YULI TRISNIATI 
 
 

 
 
 

 


